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ABSTRAK

PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT
PEMBERLAKUAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Oleh
TERAWATI

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang
Kartu ldentitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat
khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layaknya Kartu Tanda
Penduduk yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang administrass  kependudukan. Permasalahan dalam pendlitian ini:
Bagaimanakah pengaturan administrasi kependudukan terkait pemberlakuan
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu Identitas Anak atau KIA dan
adakah faktor penghambat didalam penerapan peraturan tersebut. Metode
penelitian menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Data yang
digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data diolah melalui
proses editing, evaluasi, klasifikas, sistematisasi dan penyusunan data, lalu
dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan dengan adanya Permendagri no. 2
tahun 2016 dan pelaksanaannya membantu pemerintah mendata kembali warga
masyarakatnya tanpa memandang dia anak-anak ataupun dewasa di era
modernisasi ini, tanpa mengganggu ataupun bertentangan dengan peraturan
lainnya juga untuk dapat mengatahui dan melakukan kegiatan sosialisas juga
membantu masyarakat yang masih belum mengetahui arti penting dari KIA yang
dilakukan oleh pejabat pelayanan publik. Pgjabat pelayanan publik disini adalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandar Lampung Kabid KIA.
Adapun prosedur pembuatan KIA tersebut adalah dengan menyertakan fotokopi
kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu
Keluarga adi orangtua/wali, untuk usia kurang dari 5 tahun dan pas foto anak
yang berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar bagi anak usia 5 sampa 17
tahun dari pemohon dan menyerahkan kebagian pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil setempat. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan diperiksa
kesesuaiannya barulah akan diproses dan akan diterbitkan Kartu Identitas Anak.
Sampai saat ini belum adanya pelayanan keliling seperti jemput bola di setiap
sekolah, rumah sakit maupun taman bacaan, taman hiburan untuk mencangkup
kepemilikan KIA dapat maksimal.

Kata Kunci : Pengaturan, Pelayanan, Kebijakan, KIA, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.



ABSTRACT

ADMINISTRATIVE REGULATION OF POPULATION RELATED TO
PERMENDAGRI PERFORMANCE NUMBER 2 YEAR 2016
ABOUT THE CHILD IDENTITY CARD
By
TERAWATI

Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 2 of 2016 on
identity cards Children issued by the government to citizens, especially children
under the age of 17 years which can be obtained with the service in the
Department of Population and Civil Registration withdrawal Identity Card is
already regulated in Law of No. 24 of 2013 concerning the administration of
residence. The problem in this research: How is the regulation of population
administration related to the application of Permendagri Number 2 Year 2016
about Child Identity card or KIA and is there any obstacle factor in the
implementation of the regulation. The research method uses empirical normative
approach. The data used are primary data, secondary data and data tertiary. The
data is processed through the editing process, evaluation, classification,
systematization and compilation of data, and then analyzed by qualitative
descriptive.

The results of research and discussion indicates the presence of this policy and its
implementation to assist the government to record back this citizens regardless of
her children or adults in the age of modernnisasi this, without interfering with or
conflict with other rules are aso to be mengatahui and conduct socialization
activities also help people who are still do not know the significance of KIA
undertaken by public service officials. Public service officials here is the
Department of Population and Civil registration of Bandar Lampung Head of
KIA. The procedure of making KIA is to include a photocopy excerpts birth
certificate and show the birth certificate quotation original, Family Card origina
parent / guardian, for the age of less than 5 years, and photographs of child-size
color 2x3 2 (two) for children aged 5 until 17 years of service assigned to
applicant and fill of Population and Civil Registration locals. After all
requirements are met and checked for conformance then be processed and will be
issued identity cards Children. Until now there has been mobile services such as
pick up the ball in every school, hospital and reading gardens, amusement parks
can transform KIA covers maximum ownership.

Keywords. Setup, Services, Policy, KIA, Office of Population and Civil
Registration.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa
kependudukan maupun peristiva penting yang dialami penduduk. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administras
Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional

serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Indonesia merupakan negara yang besar dalam ha jumlah penduduk, setiap
tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat
pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah
disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga
memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum
yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu

merupakan negara hukum.



Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan
memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa
yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,

kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian.

Berbagai peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah
diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administras
Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan
anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahkan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan
(NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.

Adanya berbagal peraturan belum juga menutup kemungkinan yang ada bahwa
diluar sana masih banyak warga masyarakat ini yang masih belum juga terdaftar
atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih ada
permasalahan kepadatan penduduk dan permasalahan pencatatan peristiwva
peristiwva hukum penting lainnya terkait kependudukan yang didalamnya terdapat
identitas diri seseorang. Kebutuhan identitas yang belum dimiliki menimbulkan

banyak masalah, karenaidentitas diri ini sangat penting bagi mereka yang hendak



mel akukan kegiatan-kegiatan peristiwa hukum.

Pentingnya kebutuhan identitas dan penyelesaian permasalahan yang ada
membuat diperlukannya peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk
membuat lancarnya tertib administrasi pemerintah dan pendataan dan pencatatan
peristiwva hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang salah satunya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan juga Permendagri Nomor 2 Tahun

2016.

Pengaturan Undang-Undang dibuat untuk mengurangi permasalahan yang ada
seperti kepadatan yang ada seperti kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu
sendiri adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas
wilayahnya. Contohnya: Setiap 1 Km? wilayah dihuni oleh 120 penduduk, jika
melebihi batas tersebut menyebabkan terjadinya ledakan penduduk.! Hal ini dapat
kita lihat di Indonesia yang lgju pertumbuhan penduduknya meningkat pesat.
Dampak dari kepadatan penduduk ini juga sangat beragam dan memperhatinkan,
salah satu dampak yang terjadi di indonesia yaitu:

1) jumlah pengangguran menjadi meningkat;

2) kurangnyalapangan pekerjaan;

3) peningkatan angka kemiskinan;

4) hal ini juga menyebabkan banyak penduduk yang mengalami kelaparan.

! www.bps.go.id



Beberapa alasan penyebab kepadatan penduduk seperti berikut :*
1) Faktor Kelahiran
Faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap lgju pertumbuhan

penduduk.

2) Faktor Iklim dan Tempat Strategis
Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Dengan iklim
yang nyaman dan letak tempat yang strategis membuat penduduk beramai-ramai
untuk menetap di wilayah tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka

secara perlahan akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk.

3) Faktor Ekonomi
Faktor ini juga menjadi saah satu penyebab kepadatan penduduk. Dengan
terbukanya lapangan pekerjaan di suatu wilayah menyebabkan penduduk
berbondong-bondong untuk menetap di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi

penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah.

4) Faktor Sosial
Faktor ini menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk. Penduduk akan
senang dengan suatu tempat yang wilayahnya relatif aman. Jika suatu wilayah
memiliki kondis yang relatif tidak aman, maka wilayah tersebut hanya akan

ditempati oleh beberapa penduduk sgja.

Setelah ditelusuri dari berbagai faktor tersebut semakin dibutuhkannya pendataan

kepada setiap wilayah. Erat kaitannya dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016

2 Sugiharyanto, Geografi dan Sosiologi 2,( Yogyakarta: PT. Y udistira, 2007), him 56



tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman
penertiban KTP berbasis NIK Nasiona yang menjelaskan didalamnya kewajiban
seluruh warga masyarakat mempunyai KTP-el atau KTP elektronik dan juga
perubahan mengenai peniadaan batas waktu keberlakuan KTP-el menjadi seumur
hidup, kita tidak perlu lagi mengganti karena habis masa berlaku KTP namun
apabila terjadi perubahan status, agama, dan juga perubahan mendasar lainnya

maka KTP-¢l harus dirubah/diganti.

Peristiwa kependudukan yang dialami seseorang merupakan keadian yang harus
dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat
keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting merupakan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan
pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan
peristiwa-peristiwva tersebut pada pencatatan sipil, yaitu pencatatan peristiwa
penting yang dialami oleh seseorang dalam regitstrasi pencatatan sipil pada
Instansi Pelaksana yang sering disebut dengan Dinas Kependudukan atau

Pencatatan Sipil dimasing-masing daerah yang berbentuk Akta catatan sipil.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :
“setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada
Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”

Masyarakat yang mengalami peristiwa-peristiwa penting berkewgjiban atas
pelaksaanaan pendaftaran dan pencatatan sipil agar tertibnya administrasi

kependudukan terlaksana sesuai dengan mis dari Kementrian Dalam Negeri

dibidang K ependudukan yang pada targetnya di akhir Tahun 2016 ini.



Semua penduduk wajib memiliki KTP-€l agar terjadi pendataan yang akurat, juga
akta kelahiran yang merupakan salah satu akta otentik yang wajib dimiliki atau
dicatatkan oleh pihak yang berkepentingan, karena status hukum seseorang
dimulai dari pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi
dirinya. Peristiwa kelahiran sampali dengan kematian seseorang tersebut akan
membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun
para pihak lain yang berkepentingan. Demi kelangsungan hidup manusia yang

lestari dan seimbang tanpa adanya kepadatan penduduk.

Masih banyak yang harus dipelgjari dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
dan peraturan pelaksanaanya yang menjelaskan KTP-€l, juga penerapannya di
masyarakat yang masih awam akan KTP-el ini namun pemerintah menerbitkan
kebijakan kembali mengena Kartu Identitas Anak (KIA) yang mash
dipertanyakan apa yang mempengaruhi kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun
2016 ini diterbitkan dan juga keterkaitannya diberlakukannya kebijakan ini
terhadap undang-undang yang terkait akan undang-undang lainnya yang dilihat

dari segala macam aspek tersebut.

Anak-anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak untuk meningkatkan pendataan
yang sudah dapat dilakukan oleh akte kelahiran, kata-kata wajib ini yang tidak
sgaan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Administras Kependudukan yang mengatakan bahwa yang wajib membuat Kartu
Tanda Penduduk ini hanya warga negara atau warga negara asing yang sudah

berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah.



Kata pendataan yang digunakan dalam tujuan atau kegunaan dari KIA ini sudah
bisa didapatkan dari akta kelahiran yang ada dan penjaminan kepastian hukum
juga sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran dan masuknya nama anak kedalam
kartu keluarga (KK) tersebut. Semua ini dikarenakan pembuatan KTP-el yang
masih belum terselesaikan namun pemerintah membuat kebijakan yang baru
mengenai Kartu Identitas Anak sementara Kartu Tanda Penduduk elektronik saja

masih belum tersalesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini ingin peneliti tertarik
untuk mengkai “Pengaturan Administrass Kependudukan Terkait
Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas

Anak”.

1.2. Rumusan Per masalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitianini :
1. Bagaimanakah  pengaturan  Administrasi  Kependudukan  terkait
pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas
Anak ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ?



1.3. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan administrasi kependudukan
yang diterapkan pemerintah terkait pemberlakuan Pemendagri Nomor 2
Tahun 2016 tentang Kartu Indentitas Anak.

2. Untuk mengetahui faktor apa sga yang menjadi penghambat dari
penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Indentitas

Anak.

1.4. Manfaat Pendlitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1) Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi mahasiswa Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berhubungan

dengan kebijakan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah, bahan
bacaan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang menaruh perhatian pada peraturan

administrasi kependudukan dan peraturan pelaksananya.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengaturan

Pengertian kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapal
tujuan.® Pengaturan merupakan kata benda (Nomina) yang berarti proses, cara,
perbuatannya,” karena proses dan pengertian hukum pada pokoknya adalah
serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagal anggota masyarakat,
bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.”
Hukum juga produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi
kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban
hukum berupa larangan (prohibere), atau keharusan (obligatere), ataupun
kebolehan (permittere).® Semua hak dan kewajiban ini harus diselaraskan dengan
adanya proses atau upaya untuk mencapainya tujuannya, sebab inilah yang
menjadi pedoman sehingga butuh proses untuk mengatur dan mengandalikannya.”
Lahirnya peraturan perundang-undangan dari pengaturan ini, tidak bermakna

hanya sekedar kumpulan undang-undang, tapi seperangkat aturan berisi norma

* Sumber : http://www.artikel .abajadun.com/2017/03/pengertian-sistem-pengaturan. htm

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi
Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), him.120

*Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan (Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya), (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1997), him. 2-3

® Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada, 2010),
him. 7

" | Gde Panjta Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), him. 45
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hukum yang sifatnya berupa: perintah (gebod), larangan (verbod), pengizinan
(besteming) dan pembebasan (vrizstelling)® untuk melaksanakannya baik yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.’

2.2. Administrasi Kependudukan

2.2.1. Pengertian Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti to
manage.’® Administrasi berarti kegiatan yang bekaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan.** Pengertian administras yang dikemukakan oleh para ahli
administrasi, ada pengertian administrass secara luas dan ada pengertian
administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial.
Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia
melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien,
dengan menggunakan sarana yang dibutunhkan untuk mencapa tujuan yang
diinginkan dalam implementasinya, administas berkembang dan mempunyai
tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungs administras diantaranya adalah
fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai  dengan fungsi pengawasan.'?
Pengertian sempit, Administras adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-

mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan

8Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), him. 35

*Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014), him. 71

19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2013), him.
28

" Ibid, him. 29

?Musanef, Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,

1995), him. 10.
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sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.’* Administrasi adalah suatu sistem
atau sistema yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan
output tertentu.* Administras adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya.’®

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat
dismpulkan bahwa Administras adalah keseluruhan proses rangkaian
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat
dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai
cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan
seluruh anggota kelompok. Dalam administras juga dibutuhkan input,

transportasi, pengolahan dan output tertentu.

M.E Dimock dan G.O Dimock berpendapat bahwa Admnistras Negara adalah
sebagali gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat
yang diserahi kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan
kehakiman. John M. Pfiffer dan Robert V. mengartikan Administrasi Negara
adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah. Pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak

terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha segumlah

3 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta:
PT. Haji Masagung, 1994), him. 2

¥ Pragjudi Atmosudirjdo, Administrasi dan Manajemen Umum, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,
1982), him. 39-40.

15 Sondang P. Siagan, Filsafat Administrasi, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), him. 3.
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orang. Prof. Dr. Pradjudi Atmosudidjo mendefinisikan arti Administrasi Negara
adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah juga segenap proses
penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk
mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan

kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian itu maka dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) arti, yakni :*°
1) Sebaga apatur negara, apartur pemerintah atau sebga institusi politik
(kenegaraan);
2) Administras Negara sebagal fungsi dan sebagai aktifitas melayani
Pemerintah, yakni sebagai kegiatan (Pemerintah Operasional);
3) Administras Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-

undang.

Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrass Negara menyatakan
bahwa Administras Negara adalah gabungan jabatan “complex van kambten” alat
“apparaat” administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang
dibantu Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas
Pemerinth, “overheidstak” fungs administrasi yang tidak ditugaskan kepada
badan-badan pengadilan, badan legidatif (pusat) dan badan pemerintah
“over heidsorganen” dari persekutuan-persekutuan hukum
“rechtsgemeenschappen” yang lebih rendah dari negara (sebagai persekutuan
hukum tertinggi), yaitu badan-badan pemerintah “bestuurorganeen” dari

persekutuan hukum daerah Swantatra | dan Il daerah Istimewa yang masing-

18 Prgjudi Atmosudidjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him.
50.
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masing diberi kekuasaan berdasarkan suatu delgas dari pemerintah pusat

“medebewind” memerintahkan sendiri daerahnya.*’

Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa Administras Negara mengandung
dua pengertian yaitu:
1) Administras Negara yaitu organisasi dan mengjemen dari manusia dan
benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2) Administras Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajamen yang

dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Definisi-definisi dari para ahli tersebut apabia dikaji secara seksama, maka dapat
disimpulkan bahwa Administrasi Negara merupakan proses kegiatan yang bersifat
pel aksanaan dan penyelengaraan yang disusun untuk mengatur kerjasama bangsa
dan diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara serta bertujuan

untuk kepentingan umum.

2.2.2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:
1) Orang yang tinggal di daerah tersebut
2) Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata
lain orang yang mempunya surat resmi untuk tinggal di daerah itu.
Sebagai contohnya dengan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih

tinggal di daerah lain.*®

" E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Surabaya: PT. Pusaka Tinta
Mas, 1988), him. 10
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk diakses tanggal 21 September 2016
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Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di
wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka
yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.™
Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan,
persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesgahteraan, yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.?’
Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur,
jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran,
mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi,

sosial, dan budaya.*

Berdasarkan pengertian yang telah penulis paparkan di atas K ependudukan adalah
hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama,
kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas

serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, Sosial, dan budaya.
2.2.3. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor

lain.?* Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan

19 https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12

% Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi K ependudukan

“http://graziabrigita.blogspot.com/2013/02/pengertian-kependudukan-dan-pengertian.  diakses
pada 21 September 2016

% Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan tahun 2008
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ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi
segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan
baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban
setigp penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

K ependudukan.

Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang
ada di Indonesia, sedangkan hak setigp penduduk adalah untuk dilindungi dan
diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan
kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administras direkomendasikan untuk penyelenggaraan registras
penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam
pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI)
maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau
perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan

perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara.

Sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-

bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan



16

sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrass Kependudukan yang dimaksud dengan Administras
kependudukan adalah Administras Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain. Penduduk merupakan modal dasar dalam
pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan

yang berarti suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup.

2.2.4. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hingga saat ini, pengendalian arus migras masuk ke kota Bandar Lampung baru
dilakukan melalui kegiatan administrasi kependudukan, terutama diberlakukan
bagi penduduk yang ingin menetap di Kota Bandar Lampung dengan tujuan yang
belum jelas, misalnya untuk mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan,
atau untuk bersekolah tetapi belum ada kepastian diterima di salah satu sekolah

yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan Bab | dijelaskan beberapa konsep atau
pengertian yang berkaitan dengan Administrasi K ependudukan sebagai berikut:
1) Administrass Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
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administrasi  kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri.

Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam
urusan administrasi kependudukan.

Instans pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
instans pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai aat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Data kependudukan adal ah data perseorangan dan atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.
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Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administras kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwva kependudukan adalah keadian yang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagal bukti diri yang diterbitkan oleh instans
pelaksana.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil padainstans pelaksana.

Pegjabat pencatatan sipil adaah pgabat yang melakukan pencatatan
peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana

yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUu.



17)

18)

19)

20)
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Peristiva penting adalah keadian yang dialami seseorang meliputi
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan
status kewarganegaraan.

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang
asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab
memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting serta pengelolaan dan penygian data kependudukan di

desa/kelurahan atau nama lainnya.

21) Sistem informas Administrass Kependudukan, selanjutnya disingkat

dengan SIAK, adalah sistm informasi yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informas
administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan di Instans

Pelaksana sebagai satu kesatuan.

22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,

dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

23) Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKEec,

adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan

rujuk padatingkat kecamatan bagi penduduk yang beragamaislam.



20

24) Unit Pelaksana Teknis Instans Pelaksana, selanjutnya disebut UPT
Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang

bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

2.3. Instrumen Yuridis Pemerintahan

2.3.1. Pengertian Instrumen Pemerintahan

Instrumen pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat alat atau sarana-
sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.®® Disetiap menjalankan tugas-tugas pemerintahan,
pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan
menggunakan sarana atau instrumen seperti aat tulis menulis, sarana transportasi
dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Disamping itu juga
pemerintah menggunakan berbagal instrumen yuridis dalam menjalakan kegiatan
mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Instrumen
yuridis pemerintahan ada berupa peraturan perundang-undangan, keputusan tata

usaha negara dan kebijakan.

2.3.2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya
mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-ha yang
bersifa umum (general).?* Secara teoritik istilah perundang- undangan
mempunyal dua pengertian, yaitu; pertama, perundang-undangan merupakan

proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, bak

% Ridwan HR, op.cit., him. 125
2 SF. Marbun dan Moh Mahfud, Pokok-Pokok Administrasi Negara. (Y ogyakarta:
Liberty,1987), him. 94
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ditingkat pusat maupun daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala
peraturan, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat
pusat maupun di tingkat daerah.? Peraturan perundang-undangan memiliki sifat
sebagai berikut ;%
1) Bersifat umum dan kompehensif, yang dengan demikian merupakan
kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2) Bersifat universal, yaitu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan
datang yang belum jelas bentuk konkretnya.
3) lamemiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri,
adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang

memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.
2.3.3. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan dalam lapangan hukum publik dapat dibedakan antara keputusan
negara dan keputusan administrasi negara.?’ Keputusan administrasi negara atau
keputusan tata usaha negara dan para ahli mengistilahkannya dengan beschikking
yang dalam pembahasan ini dibatas dengan pengertian yuridisnya. Keputusan
adalah pernyataan kehendak dari organ pemeritahan untuk melaksanakan hal
khusus, ditunjukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau

menhapus hubungan hukum yang ada.

% Maria Farida Indarti S, op.cit., him. 3.
% Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni,1996), him 83-84.
%" Bagir Manan, Teori dan Poitik Konstitusi, (Y ogyakarta: FH Ul Press), him. 227.
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2.3.4. Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan dalam bahasa belanda selain dinamakan beleidsreges juga
diberi nama pseudowetgeving atau spiegelrecht. Aturan kebijakan hanya mengatur
kegiatan administrasi, tetapi karena sifat tugas administrasi negara menyangkut
pihak luar, secara tidak langsung akan mengena juga masyarakat umum.?®
Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas adminnistrasi negaranya banyak
mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbaga bentuk seperti garis-
garis kebijakan (beleideslijnen), kebijakan, peraturan-peraturan (voorschriften)
pedoman-pedoman (richtlijnen), petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolus,
intruksi-intruksi, nota kebijakan, peraturan-peraturan menteri  (reglemen),
keputusan keputusan, pengumuman-pengumuman.?® Peraturan kebijakan pada
hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan

menampakan keluar suatu kebijakan tertulis.

2.4. Kartu ldentitas Anak

24.1. Pengertian Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas
resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum
menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/K ota.

% Armen Y asir, Hukum Perundang-undangan, (Lampung: PKKPUU FH UNILA,2013), him.
29.
% JH.VanKreveld , Beleidsregel in het Recht , kluwer-deventer,1983, him.67
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2.4.2. JenisKartu ldentitas Anak

Kartu Identitas Anak (KI1A) ini dibedakan menjadi duajenis, yaitu :
1) Kartu ldentitas Anak (K1A) untuk yang berumur 0-5 tahun
2) Kartu ldentitas Anak (K1A) untuk yang berumur 5-17 tahun
Perbedaan dari keduannya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5

tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

2.4.3. Tujuan Kartu ldentitas Anak

Setigp peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari
kartu identitas anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan
pelayanan publik serta sebagal upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan

hak konstitusional warga negara.®

2.4.4. Manfaat Kartu ldentitas Anak

Kartu ldentitas Anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat
bagi pemerintah, berikut manfaat-manfaatnya:
Manfaat memiliki KIA bagi anak:

1) Sebaga bentuk pemenuhan hak anak.

2) Untuk persyaratan mendaftar sekolah.

3) Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri s anak contohnya

untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank.
4) Untuk mendaftar BPJS.

5) Prosesidentifikas jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk

% pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu | dentitas Anak (K1A).
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7)
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mengurus klaim santunan kematian.
Pembuatan dokumen keimigrasian.

Mencegah terjadinya perdagangan anak.

Manfaat penertiban KIA bagi pemerintah:

Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun

diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

2.5. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang administrasi kependudukan ini juga tercantum jelas dalam:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas
perubahan Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK) secara Nasiondl;

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

(KIA).



BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan M asalah

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara
sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem
tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan
konsisten berarti tidak ada ha yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat
menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat
mempertanggung jawabkan kebenaranya®* Berdasarkan kegunaanya dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu untuk kepentingan praktek hukum dan untuk kepentingan

akademis dan yang bersifat praktis maupun teoritis.*

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif
dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrsi Kependudukan dan
pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA . Pendliti

menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2004), him. 2.

% Depri Liber Sonata, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, (Fakultas Hukum
Universitas Lampung: 2014), him. 20.
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hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum
utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,
konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem
hukum.*® Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan
adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.* Pendekatan Masalah
diperlukan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa isu

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya *

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan
untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau
antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan
wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan
informasi mengena pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua
macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperolen gambaran dan
pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasal ahan yang akan dibahas dalam

penelitian guna penulisan skripsi.

3.2. Sumber Data

A. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan
demikian, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan

dan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan kependudukan

% Abdulkadir Muhammad, opcit., him. 135

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali
Pers,2009), him. 13.

% peter Mahfud, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group Pertama
Cetakan ke-4, 2004), him. 93
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di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung.

B. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebaginya.*® Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini antaralain:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa
peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat
yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Administrasi Kependudukan;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
K ependudukan;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negri;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pedoman penertiban KTP berbasis NIK secara nasional;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak (KIA).

% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),
him. 30.
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b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan
keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil
penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh
penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi
kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Administrasi

K ependudukan.

c¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum,
indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang
hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui

internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi
lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan
menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengann
permasalahan yang dibahas. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai
informan yang telah ditentukan, dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan kepada informan.
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3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara Klasifikasi data dan editing, data yang
diperoleh diklasifikaskan dan kemudian dilakukan pemeriksaan menyangkut

kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak.

3.4. Analisis Data

Data yang diperolen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk
penjelasan secara sitematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang

masalah yang diteliti, dan dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan.



BAB V
PENUTUP

51. Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka yang dapat di simpulkan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1) Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa anak-anak wajib
memiliki Kartu Identitas Anak atau KIA yang bertujuan meningkatkan
pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak, dari
umur 0-5 tahun dan 5-17 tahun yang memakai foto. Setelah semua
persyaratan terpenuhi dan diperiksa kesesuaiannya barulah akan diproses
dan akan diterbitkan Kartu Identitas Anak. Sampal saat ini belum adanya
pelayanan keliling seperti jemput bola di setigp sekolah, rumah sakit
maupun taman bacaan, taman hiburan unuk mencangkup kepemilikan KI1A
dapat maksimal. Hasil pendlitian yang dilakukan oleh peneliti didalam
skripsi ini menunjukan bahwa dari seluruh kecamatan jumlah anak yang
wajib mempunyai KIA sudah 1/3 dari keseluruhannya. Pengaturan
Administrasi Kependudukan terkait Pemberlakuannya Kartu Identitas
Anak tidaklah bertentangan dengan peraturan lainnya, bahkan dampaknya

|ebih bermanfaat bila sudah terealisasikan.
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2) Adapun faktor penghambat dari penerapan KIA ini adalah kurangnya
sosialisasi dari pemerintah, kurangnya minat masyarakat terhadap KIA
dikarenakan sudah mempunya akta dan tak adanya sanksi tegas dari
pemerintah maupun sanks tertulis didalam kebijakan walaupun KIA

sudah diwajibkan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Perlunya sosidlisasi ulang terhadap peran penting KIA oleh pemerintah
bagi masyarakat dan menjalankan jemput bola sesuai dengan cara didalam
permendagri mengingat manfaat dan tujuan KIA tersebut
Memprioritaskan kepada Sekolah, Rumah Sakit maupun fasilitas umum
untuk menerapkan KIA. Mensosialisakikan sgja tidak cukup jika tidak di
monitoring, jadi memonitoring juga harus dilakukan agar penerapannya
dapat dilakukan. Serta, karena tidak adanya sanks tertulis didalam
kebijakan membuat sebagian masyarakat tidak menggubris kebijakan

tersebut.

2) Daam pemanfaatan KIA bagi orang tua untuk lebih intens memanfaatan
manfaat KIA tersebut. Menambah frekuens fasilitas KIA, karena fasilitas
yang disediakan semuanya berguna bagi anak. Hak sipil bagi anak harus
diterapkan mulai dari pendidikan, kesehatan, hiburan, olahraga, agar tidak

menghambat proses pertumbuhan, perkembangan dan kesegjahteraan anak.
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